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Mengawali wacana ini, sepertinya terasa berat di alam bawah sadar kita untuk menerima tudingan bahwa  Islam dan  demokrasi​[1]​ memiliki alur yang parallel-antagonis. Benarkah Islam tidak memiliki akar demokrasi? Apakah justru sebaliknya bahwa Islamlah sesungguhnya yang  telah lebih dulu memperkenalkan nilai-nilai etis demokratis yang dapat dibuktikan secara histories semenjak era kepemimpinan Al-Khulafa Al-Rasyidun jauh sebelum Barat  memperkenalkan konsep pengelolaan pemerintah atas rakyat yang sekarang lebih kita kenal dengan istilah ‘demokrasi’  ?
Di tengah interaksi dan kompetisi global dalam tata pergaulan international, terlebih pasca peristiwa meledaknya menara kembar gedung WTC (World Trade Centre) di Amerika pada 11 September tahun yang lalu, Ummat Islam sering dijadikan sebagai objek tertuduh yang telah melakukan aksi-aksi terror dimana-mana, yang seakan membenarkan tesis kontradiksi nilai Islam dengan proses demokratisasi. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar, jika semua fenomena diatas representatif mewakili kesimpulan nilai Islam berseberangan dengan demokratisasi , tanpa menggali lebih dulu ajaran-ajaran Islam secara orisinil dan komperehensif, apakah pandangan dan tudingan semacam ini memiliki argumentasi ilmiah atau justru menunjukkan bukti kecengengan intelektualisme yang mencerminkan sikap ambigu sedangkan penyebab kejadian diatas sendiri memiliki latar belakang dan kausalitas yang sangat kompleks dan beragam kemungkinan yang bersifat kredible, terlepas dari Islam sebagai sebuah gagasan nilai kemanusiaan (humanis) atau umat Islam dalam aksi aksi social yang mencerminkan  amplikasi dari  amar ma’ruf dan nahi munkar  dilain sisi. Untuk itu, tulisan ini berusaha menggali nilai-nilai demokrasi semenjak masa khulafaurr Arrasyidiin dan menjelaskan permasalahan ini, Benarkah nilai dan prinsip Islam tidak mendukung gagasan tentang demokrasi ?

B.	Islam dan Akar Nilai Demokrasi
Samuel P. Huntington, Guru Besar Ilmu Politik Harvard, salah seorang yang tidak percaya bahwa Islam memiliki visi dan aksi terhadap demokratisasi. Bahkan penulis buku The Clash of Civilization ini meluncurkan tesis tentang benturan peradapan antara Islam dan Barat. Pandangan bahwa Islam antidemokrasi ini telah menjadi stereotipe banyak Ilmuwan dan politisasi Barat. Dan hal ini seringkali menyeret kesimpulan bahwasanya Islam adalah musuh baru bagi peradapan Barat. Diskursus ini semakin berkembang dalam wacana aksi kebijakan politiknya dalam menyikapi berbagai persoalan yang menyangkut masalah Umat Islam yang seringkali menggunakan standar ganda. Kekuatan Islam seakan-akan menjadi semacam sebuah ancaman baru bagi Barat, menyusul berakhirnya Perang Dingin dan ambruknya Komunisme. Isu yang sering dimunculkan adalah kebangkitan" fundamentalisme " yang mengancam demokrasi (Barat). 
Tidak sedikit Cendekiawan Muslim yang menentang tesis Huntington ini. Fred Haliday, salah seorang Islamolog Barat memandang tesis ini tak lain merupakan upaya penolakan Huntington terhadap pluralisme budaya dalam satu kesatuan negara. Ia sangat takut terhadap keberagaman dan jelas-jelas menolak konsep keberagaman bahasa, agama, dan lain-lain dalam masyarakat Amerika. Ia mendambakan sebuah Amerika yang dibangun diatas kesatuan budaya. Dan fenomena Islam yang berkembang di Barat dianggap sebagai kekuatan antagonis dengan apa yang disebut Tatanan Dunia Baru (New World Order)- dengan konsepsi yang diterima sekarang, bahwa Amerika akan tampil sebagai kekuatan tunggal. Fred menamakan kelompok yang mewakili pemikiran ini termasuk Huntington di dalamnya sebagai golongan rasialisme Barat, yang selalu mempertahankan hegemoni Barat dan sekaligus melancarkan pemikiran Barat yang arogan sifatnya. 
Terlepas dari perselisihan diatas, ada baiknya kita merujuk kembali nilai dan prinsip Islam sebenarnya menyangkut gagasan demokrasi. Islam menurut definisinya adalah universal, bukan teritorial. Universalisme Islam ini tampak dari kandungan ajaran-ajarannya yang meliputi berbagai bidang, seperti hukum agama, keimanan, etika, kemanusiaan, sikap hidup, prinsip-prinsip keadilan (sosial) dan lain-lain. Karena itu, seperti yang disinyalir dalam al Qur an, bahwasanya Islam merupakan Rahmat untuk seluruh Alam, dunia dan semua bangsa tanpa memandang batas-batas geografis, rasial atau strata sosial. Dalam Al Qur an (QS 02:256) menyebutkan bahwa" Tidak ada paksaan dalam memeluk (agama) Islam...", yang secara normatif mengandung makna terhadap pengakuan Islam akan hak dan keberadaan pengikut agama lain atau para ahli Kitab. Pengakuan ini secara otomatis merupakan prinsip dasar doktrin Islam terhadap pluralisme agama dan sosial budaya sebagai sunnatullah. 
Dengan demikian, konsep toleransi menjadi nilai tersendiri secara sosial dalam hubungan muamalah umat islam dengan pemeluk agama lain. Islam memandang manusia lain secara sejajar dan terbuka untuk membangun sebuah iklim sosial yang pluralistik. Islam menolak dan sekaligus membebaskan sekat-sekat primordial dan berusaha menciptakan iklim sejuk damai dalam kehidupan masyarakat yang beragam sifatnya. Untuk itu Islam menghormati keberadaan agama lain. Kuatnya pluralitas budaya ini, dengan jaminan dasar akan keselamatan terhadap keyakinan agama masing-masing bagi warga masyarakat merupakan landasan prinsip Islam yang mendorong terbentuknya sikap saling hormat-menghormati, dan tumbuhnya toleransi sesama antar warga masyarakat. Seperti indikasi yang ada dalam buku Al Adab Al Mufrad, Bukhari seorang ahli Hadist terkenal meriwayatkan: Nabi ditanya : "Agama manakah yang paling dicintai Allah YangMaha Kuasa ?" beliau menjawab ,  : "Agama asal mula yang toleran (al-hanafiyah as-samhah). 
Secara umum , konsep pluralisme, inklusivisme, toleransi dan faktor-faktor penegakkan keadilan sosial dalam Islam merupakan landasan dasar terhadap penghormatan hak-hak asasi manusia sebagai kerangka acuan konsep demokrasi. Konsep demokrasi dalam konsep Islam yang paling kental terlihat dari prinsip-prinsipnya, yaitu musyawarah (perundingan), musawa (kesetaraan), dan syura (konsultasi dalam artian luas). Prinsip-prinsip ini memiliki tafsiran luas terhadap gagasan ide demokrasi. 
Menurut Amien Rais, seperti yang telah dikutip Anders Uhlin dalam bukunya Oposisi berserak, ada 5 prinsip demokrasi dalam Islam yakni: Pertama, pemerintahan harus dilandaskan pada keadilan. Kedua, sistem politik harus dilandaskan pada prinsip syura dan musyawarah. Ketiga, terdapat prinsip kesetaraan yang tidak membedakan orang atas dasar gender, etnik, warna kulit, atau latar belakang sejarah, sosial atau ekonomi dan lain-lain. Keempat, kebebasan di definisikan sebagai kebebasan berfikir, berpendapat, pers, beragama, kebebasan dari rasa takut, hak untuk hidup, mengadakan gerakan dll. Dan yang kelima , pertanggungjawaban para pemimpin kepada rakyat atas kebijakan-kebijakan mereka. Dan semua ini, menurut Amien Rais tidak lepas dari check and balance sebagai kontrol rakyat terhadap para pemimpin mereka. Prinsip-prinsip Islam semisal shadaqah, zakat dan pembelaan terhadap orang-orang miskin dan tertindas merupakan salah satu acuan pemikiran tersendiri yang tak lepas dari pemikiran sosial demokrasi. Pemikiran ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai Islam ini, meskipun bukan ideologi sosialisme murni, memiliki makna yang dalam terhadap penegakkan nilai-nilai keadilan sosial. 
Bahkan Ali Syariati, salah seorang Intelektual Muslim kontemporer menyatakan bahwa ideologi satu-satunya yang berasaskan nilai dan prinsip Islam adalah ideologi proletariat, yang dengan gerakan awalnya, Nabi Muhammad berusaha membebaskan kaum mustadzafin (orang-orang miskin dan tertindas) dari sekat-sekat budaya primordial serta berusaha lepas dari kekuasaan tirani yang sewenang-wenang. Ini merupakan salah satu dasar yang prinsipial dalam pesan Islam. Dan menurutnya kembali, disinilah agama Islam menjadi gerakan progressif dalam menentang kemungkaran dan membedah status quo. Dan demokrasi menjadi sebuah wadah guna mewujudkan pesan tersebut. 
Sebuah rujukan terhadap cermin nyata konsep demokrasi yang dijalankan dalam sistem Islam pernah dipaparkan oleh Sumanto Al Qurtubi dalam makalahnya (Membangun Peradaban Profetis). Makalah ini berbicara 2 prinsip yang selalu dipegang Nabi dalam membangun Negara Madinah yang tertuang dalam Piagam Madinah ( mitsaq Al Madinah ) yakni: Pertama, prinsip kesederajatan dan keadilan dan Kedua, prinsip Inklusivisme (keterbukaan). Sementara dalam aspek ekonomi, Nabi menerapkan ajaran egalitarianisme. 
Meskipun demikian, ada sebagian pemikir Islam yang juga memasukkan masa Khulafaur-Rasidin dalam masa ini, dimana salah satunya makna demokrasi terlihat dari pemilihan khalifah yang didasarkan musyawarah. Prof. William Montgomery Watt memberikan istilah piagam diatas sebagai "Konstitusi Madinah". Sebuah konstitusi modern, yang menurutnya, merupakan konstitusi pertama kalinya yang memperkenalkan wacana kebebasan beragama, persaudaraan antaragama, perdamaian dan kedamaian, persatuan, etika politik, hak dan kewajiban warga negara, serta konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan. Sebuah cerita nyata dalam penegakkan keadilan dapat kita temui dalam sebuah hadist, dimana Nabi dalam kata-katanya memberikan contoh pada kita; seperti ini : 
Apabila Fatimah pun, putri tercinta beliau, melakukan kejahatan, pasti dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Semua itu memberikan bukti kuat, bahwa syarat utama tegaknya mayarakat madani hanya terwujud bila hukum ditegakkan secara adil dan benar ( QS Al Hadid, 57;25 ). Memang masa ini tidak berlangsung lama sepeninggal nabi, karena konsepnya yang terlalu maju untuk zamannya, sehingga individu-individu sepeninggal Nabi tidak bisa mempertahankan konsep ini berkembang selanjutnya. Meskipun demikian, bukan berarti ini suatu garis yang menyimpulkan adanya kontradiksi Islam dengan demokratisasi.Sebab kata Robert N Bellah, sosiolog agama terkemuka, berkata bahwa" masyarakat yang untuk zaman dan tempatnya sangat modern (bahkan terlalu modern), sehingga Nabi wafat, tidak bertahan lama. Timur Tengah dan umat manusia saat itu belum siap dengan prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu tatanan sosial yang modern seperti pernah dirintis Nabi SAW". (Robert N Bellah, Beyond Belief,1976:150-151). 
Disini jelas diungkapkan tatanan masyarakat sosial dalam mendukung proses demokratisasi tidak memiliki cukup basis untuk melanjutkan tatanan demokratis yang sudah dikembangkan oleh Nabi. Dan itu wajar, kalau kita katakan bagaimana tatanan demokrasi yang telah berkembang di Barat juga bukan hasil dari suatu proses yang sekejap tercipta, demikian halnya dengan masalah diatas. Meskipun demikian, dengan adanya pengalaman sosiohistoris ini bisa menjadi lentera umat Islam saat ini dalam membangun masyarakat madani (civil society) yang demokratis, dimana setiap warga mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya. Seperti apa yang dikatakan Gus Dur (Anders Uhlin,1998;83), Islam secara inheren bersifat demokratis. Namun demikian, Islam tidak punya hak monopoli terhadap ide-ide demokratis. Sebab perjuangan demi hak-hak asasi manusia dan demokrasi adalah perjuangan universal. 
Islam harus ikut memberikan kontribusi, tetapi tidak mengklaim bahwa kontribusi yang nyata hanya berasal dari Islam. Dalam makna terdalamnya, tanpa menilai pandangan pesimistis, Islam secara teoritis memiliki kandungan nilai-nilai demokrasi yang mencukupi, namun kekuatan Islam sendiri akan diuji dalam persoalan praktis dalam mengembangkan kehidupan yang demokratis. 
Hampir tak seorang cendekiawan dewasa ini menolak ide demokrasi. Setiap sistem pemerintahan di suatu negara berusaha merujuk pada gagasan demokrasi, yang sekaligus terobsesi pada kehidupan demokratis di negara maju yang sudah berkembang pesat. Demikian pula halnya dengan bangsa kita. Di tengah-terngah issue Reformasi Total, membangun sebuah sistem pemerintahan demokratis menjadi tuntutan dan acuan utama. 
Gagasan civil society yang lebih dikenal dengan istilah masyarakat madani merupakan diskursus besar dalam menggulirkan wacana untuk mewujudkan kehidupan demokratis di negara kita. Tentu pemikiran ini tak lepas dari penelaahan secara objektif terhadap sisi sisi khas sosial budaya dan historis dari masyarakat kita. Artinya, proses demokratisasi ini sendiri sangat erat hubungannya dengan pertanyaan terhadap pandangan masyarakat kita dalam memahami nilai-nilai demokrasi yang ada. Dan nilai-nilai ini sendiri merupakan faktor penting dalam gerakan implementasian dalam mencapai kehidupan demokratis secara langsung. Sebab sekali lagi, ide demokrasi merupakan paradigma berfikir yang hanya memiliki kekuatan makna dalam nilai prakteknya, dan bukan merupakan sebagai teori belaka. 
Lalu bagaimanakah proses demokratisasi di Indonesia ? Sebuah jawaban tentu bergelut dengan macam ragamnya persoalan. Demikian pula, masalah demokratisasi di Indonesia tak lepas dari persoalan berbagai kelompok dengan berbagai kepentingan yang ada dalam menggagas wujud nyata wajah Indonesia mendatang. Ini tentu tak lepas dari keikutsertaan kekuatan dari status quo dengan pro reformasi, kekuatan Umat Islam dengan Umat Islam lainnya, Umat Islam dengan pemeluk agama lain, baik antara berbagai strategi dalam menyusun sebuah sistem baru, atau perbedaaan visi dalam membangun tatanan itu sendiri, sampai menyangkut masalah-masalah konkret mewujudkan berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat dll. 
Namun sebuah awal sikap optimis- dengan nilai demokrasi dalam prinsip Islam-sebagai acuan dari kemayoritasan Umat Islam di Indonesia yang diharapkan sepertinya belum menjawab kenyataan yang ada. Sikap ini memang sering terganjal oleh berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, yang lebih banyak diakibatkan dari pada konspirasi elite politik. Berbagai kepentingan sepertinya beradu dalam keheningan namun menimbulkan dampak nyata dalam kerusuhan, kejahatan, kerusakan, penembakan dll. Sehingga seringkali, muncul satu pihak menyalahkan pihak lainnya. Ada kalanya opini masyarakat mengatakan pihak muslim mendukung pemerintahan Habibie dan nonmuslim menentangnya. 
Dan kadang-kadang berkembang issue resesi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sebagai pembela status quo dan sebaliknya rakyat dengan pemimpin nonformalnya semacam pencetus deklarasi Ciganjur sebagai simbol reformasi sebenarnya. Dan tak jarang issue antar ras dan agama mewarnai pula berbagai perilaku masyarakat akibat konflik elite yang ada. Tentu disini muncul dua gambaran yang menguat dari semua perseteruan diatas yakni adanya dikotomi antara kekuatan Umat Islam dengan nonIslam dan juga semakin menyeret berkembangnya opini yang mendistorsi wajah Islam. Lebih-lebih setelah terjadi adanya peristiwa Ketapang yang kemudian berlanjut dalam kejadian Kupang. Seakan akan hipotesa terjadinya pergumulan kekuatan Islam dengan nonIslam menjadi sebuah kebenaran tersendiri. 
Bagaimana menyikapi masalah ini menjadi sebuah pertanyaan mendasar dalam memandang masa depan proses demokratisasi di Indonesia. Jika masalah ini tidak disikapi hati-hati, maka ada kemungkinan besar akan semakin memperuncing rasa curiga antara pihak satu dengan pihak lainnya. Baik itu kelompok nonIslam yang semakin memperlihatkan sikapnya Islamphobia ataupun kelompok Islam yang bisa menumbuhkan kristalisasi perasaan" kemayoritasannya" yang semakin menguat, mengingat proses marginalisasi selama Orde Baru sangat tidak menguntungkannya. Kalau hal ini terus berkembang, maka tak pelak lagi peroses demokratisasi di Indonesia tidak akan menuai harapan. Untuk itu, sebuah sikap jernih masyarakat dalam memahami permasalahan sangat diperlukan untuk membedakan berbagai instrumentalia yang bergentayangan, baik itu yang menggunakan symbol-symbol keagamaan ataupun orasi klise dari seorang tokoh sekalipun. Hal ini sangat urgen dalam menemukan aspirasi sebenarnya masyarakat dan sekaligus supaya lolos dari upaya kelompok-kelompok yang sering menggunakan kepentingannya dengan symbol-symbol primordial. 
Disamping itu, upaya menahan diri dari sebuah pemaksaan kepentingannya tanpa upaya dialogis hanya akan menimbulkan kesengsaraan di masyarakat. Dan tak lepas dari itu semua, kebijakan Pemerintah dalam menampung semua lapisan masyarakat dan sekaligus berbagai perbedaan antar kepentingan kelompok menjadi agenda penting dalam mencari konsensus bersama meredam konflik-konflik yang berkepanjangan, tentu disamping menggolkan agenda Reformasi. Tanpa hal itu, maka demokrasi tak akan terlaksana. Sebab demokrasi dimanapun tidak dapat tumbuh tanpa ada persyaratan-persyaratan. 
Tentu kita harus sadar pula, kesadaran masyarakat kita yang selama ini tidak dibangun dalam pola pikir dan kultur yang demokratis bahkan sebenarnya yang berkembang adalah alam sakwasangka, merupakan unsur-unsur yan memiliki potensi konflik yang tinggi dalam mendukung terpecahnya masyarakat kita. Dalam keadaan ini, usaha menempatkan konflik dalam batas-batas tertentu untuk mencapai sebuah kompromi, konsensus atau kesepakatan lain dimana semua sisi diterima dan dihargai secara legitimate sangat penting. 
Disini semua unsur harus mendapat perhatian yang proporsional ketika persamaan akan diterjemahkan maknanya. Perlu adanya kepercayaan dalam orang kebanyakan dan mencari jaminan semua warga negara tersebut bahwa mereka akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai cita-cita mereka. Perlunya menyadari bahwasanya demokrasi bukanlah jalan tanpa rambu-rambu lalu lintas, dan sebaliknya yang muncul chaos semata , bila tiap kelompok memaksakan kepentingannya. Bahkan jika hal ini berlanjut, akan memunculkan kekuatan-kekuatan otoriter untuk mengambil alih kekuasaan. 
Tentu kita tidak menginginkan akan menuai badai untuk kedua kalinya. Umat Islam sebagai kekuatan mayoritas bisa bijaksana mengaca dirinya dalam kesatuan yang utuh terlebih dalam memahami kepentingan kelompok minoritas pula. Sebab nilai demokrasi sangat penting untuk meibatkan pemerintahan mayoritas dalam mengayomi minoritas dan sekaligus kepatuhan minoritas dalam mendapatkan hak-haknya. Tentu segala acuan yang pernah ada semasa zaman Nabi diatas semua sebagai nilai Islam yang luhur tidak ternodai oleh Umatnya dikemudian hari. Akhirul kalam, kita sudah semestinya selalu menyadari, demokrasi adalah instrumen mewujudkan keadilan sosial, sehingga hakikat demokrasi bukan ‘menyeragamkan pendapat’ melainkan ‘menghargai perbedaan’. Karena keadilan sendiri, kata Muthahhari meniscayakan adanya ‘ perbedaan‘ (Republika, 10.12.98). 
C.	Khulafaur Ar Rasyidin dan  Prinsip-Prinsip Demokrasi 
Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 8 Juni 632 M atau hidup pada abad 7.  Kemudian proses suksesi  secara bergantian dijabat oleh Abu Bakar (Abdullah) ibnu Abi Quhafah, Umar ibnu Al-Khattab, Usman ibnu Affan dan Ali ibnu Abi Thalib. Mereka kemudian disebut al-Khulafa al-Rasyidun yang berarti empat pemimpin yang diangkat setelah Rasulullah wafat untuk melanjutkan  kepemimpinan agama dan kepala pemerintahan. Pengangkatan khalifah Abu Bakar sudah menggambarkan pola baru yang sebelumnya belum pernah terjadi. Biasanya kepala negara meninggal dunia, digantikan langsung oleh putra mahkotanya. Dijabat secara turun temurun. 
Cara pemilihan yang dilakukan Umar ibn Khattab untuk mengangkat Abu Bakar ditentukan berdasarkan perwakilan dari kelompok Anshar dan Muhajirin, sebagai wakil rakyat. Dalam istilah pemerintahan demokratis dianggap sebagai anggota parlemen. Pelaksanaan musyawarah dilakukan di Saqifah bani Sa’idah.  Merupakan aplikasi dari dua prinsip demokrasi pokok yang lain, yaitu musyawarah dan tempatnya (Gedung Parlemen). Tokoh yang menjadi wakil suku Khazraj adalah Sa’ad ibn ‘Ubadah yang sampai akhir khilafah tidak pernah bai’at kepada Abu Bakar. 
Tokoh lain dari kalangan Muhajirin adalah Abu Bakar, Umar dan  Abu Ubaidah. Dalam permusyawaratan itu Umar segera memegang tangan Abu Bakar untuk melakukan bai’at kepadanya, kemudian diikuti oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah serta kaum muslimin lainnya​[2]​. Hasil musyawarah ditentukan oleh suara terbanyak. Abu Bakar dinobatkan menjadi khalafah pertama. Umar ibnu Al-Khattab menjadi khalifah, melalui proses wasiat Abu Bakar yang sebelumnya dilakukan musyawarah. Sahabat-sahabat yang diajak musyawarah adalah Abd al-Rahman ibn ‘Awf, Usman ibn ‘Affan serta Asid ibn Khudair. Mereka setuju dengan pilihan Abu Bakar. Hanya saja Abd al-Rahman mengingatkan, bahwa Umar terlalu keras. Lalu dijawab oleh Abu Bakar, kelak saat menjadi khalifah akan lemah lembut. 
Kemudian dikukuhkan dalam baiat umum dan terbuka di Masjid Nabawi.​[3]​ Usman ibnu Affan terpilih menjadi khalifah melalui proses perwakilan enam sahabat senior sebagai tim formatutr yang dipilih  oleh Umar ibnu Al-Khattab. Dalam proses ini akhirnya mengkristal pada pilihan Usman dan ‘Ali. Kontrak politik  yang dilakukan oleh ‘Abd al-Rahman sebagai ketua tim terhadap calon khalifah adalah, wajib melaksanakan tugasnya berdasarkan al-Qur’an dan sunnah Rasul saw serta melaksanakan kebijakan khalifah terdahulu. Usman menjawab sanggup dan akhirnya khilafah diserahkan kepadanya, saat itu berusia 70 tahun.  
Dalam pidato khalifah pada pelantikannya, Usman tidak menggambarkan sosok negarawan yang memperlihatkan visi politik, tetapi hanya seperti nasihat orang tua kepada anak-anaknya. Pengangkatan Khalifah Ali ibnu Abi Thalib tidak melaui proses seperti sebelumnya, karena suasana amat kacau pasca pembunuhan Usman. Malik al-Asytar al-Nakha’i melakukan bai’at kepada Ali yang selanjutnya diikuti oleh sahabat besar seperti Thalhah dan Zubair,  kemudian diikuti oleh orang banyak. Empat khalifah tersebut di atas masing-masing dari suku Quraisy, sesuai dengan hadits Nabi :​[4]​
عن ابى هريرة ر. ض أن رسو ل الله ص . م . قال الأئمة من قر يش .
“Dari Abi Hurairah ra; sesungguhnya Rasul saw bersabda : (orang-orang yang menjadi imam-khalifah adalah ) dari suku  Quraisy”. 
Suku ini dapat dilihat dari silsilah nasab mereka dari jalur ke atas terpusat pada kakek Lu’ay.  Suku ini juga dikemudian hari menjadi bagian yang sangat  penting bagi sistem pengangkatan khalifah versi kalangan sunni.​[5]​
Prinsip-prinsip demokrasi pada pengangkatan empat khalifah di atas mulai tampak ; pertama pola baru yang dianut dalam pengangkatan khalifah adalah menggunakan prosedur musyawarah dan perwakilan.​[6]​ Sedangkan pengangkatan kepala negara pada umunya bersifat monarch absolut. Kedua, tidak ada indikasi bahwa para putra khalifah yang laki-laki berebut untuk menduduki jabatan  setelah ayahnya meninggal. Ini artinya kekuasaan khalifah terbatas.  Rakyat memiliki hak yang sangat terbuka untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Tiga;  Para khalifah tunduk kepada pengawasan rakyat​[7]​.  Para khalifah setelah diangkat, biasanya melakukan bai’at didepan kaum muslimin. Dalam pernyataannya, mereka siap melaksanakan undang-undang yang berlaku (konstitusi Islam) yang konsekwen dan siap di kontrol maupun ditegur oleh rakyat.  Keempat;  hukum ditegakkan berdasarkan persamaan kesempatan dan kesamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Para khalifah menjunjung tinggi supremasi hukum yang tidak mengenal pandang bulu.
Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh empat khalifah di atas berbeda-beda. Pertama; Abu Bakar menghadapi disintegrasi.  Ia memperkokoh konsolidasi ke dalam dengan memperkuat posisi ibu kota negara Madinah dari ancaman dari luar.  Dari luar negeri Abu Bakar mempunyai utang melepas tentara Islam yang dipimpin oleh Usamah ibn Zaid untuk menghadapi tentara Romawi. Pada sisi lain menghadapi krisis ideologi berupa maraknya orang-orang yang enggan membayar zakat, kelompok murtad dan nabi-nabi palsu. Abu Bakar memperkuat kedaulatan negara dengan menyusun sistem pemerintahan serta pembagian kekuasaan dan penempatan orang secara proporsional serta upaya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran.​[8]​ Kedua; Umar, menyempurnakan sistem pemerintahan yang telah dilakukan oleh Abu Bakar. Memperluas (ekspansi) wilayah dan membagi kekuasaan daerah otonom yang dipimpin oleh Gubernur. 
Mengangkat  Usman ibn ‘Affan menjadi sekretaris negara. Sahabat-sahabat senior dijadikan anggota majlis syura, yang bertugas memberi masukan-masukan dalam pelaksanaan tugas-tugas khalifah serta nasihat dalam menentukan kebijakan politik. Umar membentuk departemen-departemen, seperti kepolisian (dîwan al-ahdats), pekerjaan umum (nadzrat al-nafi’ah), lembaga peradilan (al-qadla), perpajakan (al-kharaj), pertahanan – keamanan (dîwan al-jund), memfungsikan kas negara (bait al-mal) dan membuat penanggalan hijriyah.​[9]​ Ketiga; Usman ibn ‘Affan; membuat mushaf ‘Usmani sebagai pegangan doktrin ideologi, melakukan ekspansi, membangun bendungan besar, masjid dan jembatan-jembatan. Terjadi nepotisme yang melahirkan fitnah al-kubra. Keempat; Ali bin Abi Thalib, mengganti gubernur yang diangkat Usman, memungut pajak tahunan pada sekelompok muslim, menghadapi pemberontakan-pemberontakan. Terjadi perang Jamal dan perang Siffin dan akhirnya Ia dibunuh oleh Ibnu Muljam.
B. Abdullah ibnu Abi Quhâfah ( Abu Bakar; 11 – 13 H/632 – 634 M)
Ketika berita wafat Rasul tersebar, terjadi kegelisahan yang dalam bagi kalangan muslimin. Abu Bakar berupaya untuk memulihkan keteguhan hati mereka. Beliau membacakan surah Ali Imran ayat 144. Ayat ini dikomentari oleh Washington Irving.​[10]​ “Truly if Mahomed is the sole object of your adoration; he is dead; but if it be God your worship, He cannot die; Mahomed was the Prophet of God and has shared the fate of the Apostles and Holy men who have gone before him.”
Ayat di atas mengingatkan kepada Umar, karena ia ragu atas kematian Muhammad. Abu Bakar meyakinkan bahwa Muhammad saw hanya seorang Rasul yang akan meninggal, sebagaimana para rasul dahulu.
Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah Usman ibnu Amr al Tamimi al Quraisyi. Lahir tahun 573 M, lebih muda 2 tahun beberapa bulan dari Nabi.​[11]​ Ibunya Ummu al Khair Salma binti Sokhr ibnu Amr. Nama Abdullah dan gelar Al-Shiddiq adalah pemberian Nabi. Gelar al-Shiddiq diberikan kepadanya karena sebagai orang pertama yang mengimani Nabi dalam peristiwa Isra’ dan Mi’raj. Ia adalah sahabat yang menemani hijrah dan mewakili imam sholat di saat Nabi sakit.
1.	Kebijakan politik Abu Bakar
Abu Bakar Al-Shiddiq menjadi khalifah dua tahun lebih beberapa bulan. Waktu yang singkat itu dikonsentrasikan untuk persoalan dalam negeri. Khususnya terhadap kelompok-kelompok yang anti khalifah. Para pembangkang menganggap perjanjian yang dibuat bersama dengan Rasul habis setelah Nabi wafat. Nabi-nabi palsu muncul seperti, Musailamah al-Kadzab, Sajah Tamimiyah, Tulaihah dan Aswad al-Unsi. Mereka menyokong kelompok murtad. Gerakan pembangkang zakat dipelopori Malik ibnu Nuwairah.​[12]​ Kelompok murtad muncul di mana-mana. Kabilah yang dekat dengan Madinah adalah Abs dan Zubyan. Dua kabilah ini bergabung dengan Banu Qinanah, Ghatafan dan Fajarah.​[13]​ Abu Bakar memimpin sendiri pasukannya untuk menyerang lima kelompok itu di Dzul-Qashah. Dengan keteguhan hati dan sumpahnya : “Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang memisahkan shalat dengan zakat.”​[14]​ Kaum muslimin mendapat kemenangan yang gemilang. Khalid ibnu Walid ditugasi untuk memerangi kaum murtad dari kalangan Banu Asad dan Tamim di daerah Yamamah. Peta kekuatan semula yang dikuasai kekuatan murtad tak ubahnya bagaikan kawasan segi tiga, Makkah – Madinah - Tha’if yang mempunyai makna  strategis bagi kalangan muslimin. Para pembangkang yang jauh dari Madinah terdapat di wilayah perbatasan Teluk Persia, di bagian Utara - Timur laut. Yaman dan Oman di sebelah Selatan dan Tenggara. Orang-orang yang berjasa besar dan memimpin penyerangan terhadap kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat adalah; 1) Khalid ibnu Walid, 2) Ikrimah ibnu Abu Jahal, 3) Surrah bil bin Hasanah, 4) Amru ibnu al-Ash, 5) Muhajir ibnu Abi Umayyah, 6) Suwaid ibnu Muqarrin, 7) Ala’ ibnu al-Hadrami, 8) Khudaifah ibnu Mihsan, 9) Ar- Fajah ibnu Haitsam, 10) Ma’an ibnu Hajiz al Sulami, 11) Khalid ibnu Said ibnu Ash. Abu Bakar memberi peringatan kepada para pembangkang agar kembali kepada Islam sebelum penggempuran.​[15]​ Pada saat menghadapi perlawanan dengan Musailamah sebagai nabi palsu di Yamamah, banyak tentara Islam yang gugur, sebagian banyak adalah para penghafal al-Qur’an. Karena itu Umar usul kepada Abu Bakar agar segera mengumpulkan naskah al-Qur’an.
Daerah yang tereksploitasi kekuatan para pembangkan kemudian dapat ditaklukkan oleh tentara khalifah adalah :
a.	Wilayah Timur, Banu Hawazin, Banu Sulaim, Banu Tamim, Yamamah dan Oman.
b.	Wilayah Selatan, Makkah, Ta’if, Tihamah dan Yaman.
c.	Wilayah Utara - Timur Laut, Banu As’ad, Bahrain dan Teluk Persia sampai ke perbatasan Romawi Bizantium.
Roda pemerintahan yang dilakukan oleh Abu Bakar menyerupai zaman Rasul saw, bersifat sentralisasi. Kekuasaan tertinggi di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif di tangan khalifah. Meskipun demikian, Abu Bakar sebagai sosok yang gemar bermusyawarah karena mengikuti jejak Rasul. Setelah urusan dalam negeri ditangani dengan baik, bahaya disintegrasi dapat dihindari. Abu Bakar menata urusan dalam negeri dengan pembagian kekuasaan. ‘Ali, Usman dan Zaid ibn Tsabit diangkat menjadi sekretaris negara yang berkedudukan di Madinah. Abu Ubaidah ditugasi untuk memegang keuangan negara. Hakim Agung diserahkan kepada Umar ibn Khattab. Abu Bakar mengangkat anggota Majlis Syura yang berkedudukan sebagai pembantu khalifah dalam urusan kenegaraan. Diantara mereka adalah ‘Umar, ‘Usman, ‘Ali, ‘Abd al-Rahman ibn Awf, Mu’adz ibn Jabal, Ubay ibn Ka’ab dan Zaid ibn Tsabit. Abu Bakar juga mengangkat gubernur, mengikuti pola yang dilakukan oleh Nabi,  mereka adalah : 
1)	‘Utab ibn Usaid untuk Makkah.
2)	‘Usman ibn Abi al-‘Ash untuk Thaif.
3)	Muhajir ibn Umaiyah untuk Shan’a.
4)	Ziad ibn Labid untuk Hadramaut.
5)	Ya’la ibn Umaiyah untuk Khaulan.
6)	‘Ila ibn Tsur al-Hadrami untuk propinsi Zabid dan Rima.
7)	Mu’adz ibn Jabal untuk daerah Janad dan
8)	‘Abdullah ibn Tsur untuk daerah Jarsy. 
Mereka semua bertanggung jawab kepada khalifah dan diberi kebebasan untuk mengangkat staf. Kepala daerah tersebut di atas mempunyai otonomi terbatas. Kekuasaan mereka menyatu antara kekuasaan pemerintahan dan urusan-urusan agama. Abu Bakar melakukan ekspansi keluar Arab seperti, Khalid ibnu Walid ditugasi ke Irak. Ia dapat menguasai al-Hirah tahun 634 M.​[16]​ Abu Ubaidah, Amru bin Ash, Yazid ibnu Abi Sufyan dan Surahbil diutus ke Syiria. Empat jendral ini ditugasi untuk memperkuat tentara Usamah. Usamah adalah orang yang pertama kali mendapat tugas dari khalifah setelah Abu Bakar selesai dilantik.​[17]​ Sektor ekonomi yang ditangani Abu Bakar adalah mengembalikan suku-suku Arab dengan kewajiban membayar zakat. Zakat dianggap sebagai sarana yang sangat penting untuk kekuatan ekonomi dalam rangka pemerataan pendapatan rakyat. Abu Ubaidah sebagai bedahara negara menangani zakat,  infaq, sadaqah, ghanimah dan jizyah sebagai upaya meningkatatkan kesejahteraan warga. Negara mampu membayar gaji pegawai negeri, tentara dan orang-orang yang harus diberi bantuan.









Keterangan : 1. a    		                  Jalur konsulfatif
		 b		                  Garis komando
	2. Kedudukan khalifah (eksekutif) sejajar dengan Majlis syura (legistalif) yang memiliki hubungan konsultatif. Kekusaan  yudikatif (lembaga peradilan) sekaligus ditangani khalifah, namun kekuasaan tersebut dibantu oleh Hakim Agung di daerah (propinsi). Khalifah dalam mengemban tugasnya dibantu oleh Wazir (menteri), Bendahara Negara,  Sekretaris Negara dan Hakim Agung. Khalifah dibantu oleh Kepala Daerah di tingkat keamiran (propinsi). Khalifah ke bawah mempunyai garis komando. Khalifah yang menyatakan perang dan dibantu panglima perang. Rakyat wajib tunduk kepada khalifah dan khalifah wajib menjalankan tugasnya sesuai ajaran Rasul saw.
2.	Mengumpulkan Ayat-ayat Al-Quran
Perang Yamamah menjadi sumber inspirasi pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Musailamah sebagai gembong murtad, yang mengaku nabi, berupaya mati-matian untuk menghalau kekuatan muslimin. Nabi palsu yang sebenarnya dukun itu, mati terbuuh di Kebun Maut oleh pasukan Khalid ibnu Walid. Tentara yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Anshar amat gigih memerangi kelompok murtad tersebut. Banyak kaum muslimin yang gugur dalam perang ini. Seribu dua ratus syuhada dan tiga puluh sembilan adalah sahabat besar yang hafal al-Quran. Dari peristiwa ini muncul gagasan Umar agar Khalifah segera mengumpulkan ayat-ayat al-Quran. Abu Bakar, Umar dan Zaid ibnu Tsabit bertukar pikiran. Dalam musyawarah itu disepakati pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, dipimpin oleh Zaid ibnu Tsabit, karena ia dipercaya Rasul sebagai sekretaris penulisan al-Quran. Pengumpulan ayat-ayat al-Qur’an menjadi sangat penting karena  al-Qur’an kelak menjadi doktrin ideologi negara dan sumber aturan yang harus dipegangi kaum muslimin.
3.	Konflik Ras
Pertentangan ras muncul dari seorang yang bernama Qais ibnu Abdu Yagus. Qais berdarah Arab dari Himyar-Yaman. Ia merasa tersaingi oleh Fairuz yang berdarah Persia.​[19]​ Padahal dua orang itu sama-sama mengemban tugas dari Abu Bakar. Qais berupaya untuk membunh Fairuz. Niatnya gagal, karena khawatir timbul fitnah besar. Di Yaman sudah banyak orang-orang keturunan Persia yang sudah merata di daerah itu. Qais yang sangat fanatik pada kesukuan Yaman itu melakukan provokasi dengan menyurati enam orang, Dzul Kula’ al Himyari dan pemuka-pemuka Arab Yaman lainnya. Isinya, agar pemuka-pemuka mereka dibunuh atau diusir dari Yaman. Namun usaha tersebut gagal. Qais kemudian menggunakan cara lain yaitu menulis surat kepada komplotan bandit (preman), yang dahulu menjadi pendukung Aswad al Unsi (nabi palsu). Isi ajakan itu mendapat sambutan baik dari mereka. Qais kemudian menyusun kekuatan dengan sangat rahasia. Maka terjadilah pertempuran yang dahsyat antara ras Yaman yang dipimpin oleh Qais sendiri dengan ras Persia, yang dipimpin oleh Fairuz. Qais melarikan diri, karena upayanya telah diketahui oleh Khalifah. Qais ditangkap oleh Muhajir, kemudian diserahkan kepada Abu Bakar. Semula Abu Bakar akan mengqishasnya karena membunuh Dazuweh. Karena tidak cukup bukti, Qais dimaafkan, terus dikembalikan ke Yaman. Negeri ini selalu diawasi oleh jendral Ikrimah sehingga timbul damai dan aman.
Memasuki tahun ketiga dalam pemerintahannya, Abu Bakar sakit selama lima belas hari. Ia menunjuk Umar untuk menjadi wakil  imam dalam shalat. Kemudian melakukan musyawarah dengan  sahabat-sahabat besar seperti Abd al-Rahman ibn Awf, Usman ibn Affan dan Asid ibn Khudair. Abu Bakar lalu menentukan wasiat agar yang menjadi khalifah kelak adalah Umar ibn Khattab. Wasiat tersebut ditunaikan dan Umar dibai’at di masjid Nabawi oleh umat Islam.
C.	Umar ibnu Al Khattab (13 – 23 H/634 – 644 M)
Nama lengkapnya adalah Umar ibnu Al Khattab ibnu Naufal ibnu Abdu al Uzza al Quraisyi, dari suku ‘Ady.​[20]​ Ia masuk Islam di saat berusia 27 tahun, atau enam tahun setelah kenabian. Suku ‘Adi adalah salah satu suku di Arab yang terhormat. Nabi mendoakan Umar​[21]​ karena diperhitungkan strategis dan  agar kelak menjadikan agama Islam luhur. Umar adalah orang yang berbudi luhur, fasih, adil dan pemberani, sangat disegani kaumnya. Di saat hijrah ke Madinah ia berangkat sendiri tanpa khawatir dibunuh dalam perjalanan oleh kafir Quraisy. Umar lebih senang menyebut tentang dirinya sebagai khalifatu al khalifati Rasulillah, juga menyebut  amir al mukminin.
1.	Kebijakan politik 
Umar agak leluasa mengatur urusan dalam negeri, karena persoalan ini hampir semua telah teratasi oleh Abu Bakar. Pengangkatannya juga tidak menimbulkan krusial. Ia mendapat dukungan mayoritas saat dilakukan baiat besar-besaran di Masjid Nabawi. Tugas penting pertama yang dilakukan adalah melanjutkan ekspansi wilayah Islam. Belum genap satu tahun seluruh wilayah Suriah dapat ditaklukkan (635 M). Gelombang ekspansi ini menimbulkan berbagai peperangan. Sejarah mencatat misi ini adalah misi suci dan sekaligus mengincar imperium Persia - Romawi dan Yunani, karena negara-negara tersebut memiliki peradaban tinggi.
 Wilayah yang dapat ditaklukan adalah :
a.	Persia termasuk Irak. Daerah ini sangat potensial untuk jalur perdagangan dan pertanian, karena dialiri sungai Eufrat dan Tigris. Kaum muslimin harus perang beberapa kali untuk merebut wilayah ini. Kemenangan terjadi silih berganti. Perang Qadisiah benar-benar menghancurkan kekuatan Persia. Jendral Rustam dari Persia terbunuh. Sa’ad sebagai komandan laskar Islam mendapat kemenangan, meskipun memimpin peperangan tersebut dari tempat tidurnya, karena sakit.​[22]​
b.	Romawi dapat dikalahkan di bawah pimpinan Abu Ubaidah dalam perang Yarmuk  (Juli 634 M).
c.	Amru ibn Ash dapat mengalahkan pasukan Kaisar Mesir dalam perang Iskandariyah, terjadi pada tahun 20 H/640 M. Seluruh Mesir dikuasai kaum muslimin. Umat Kristen Mesir diperlakukan baik oleh mereka, hidup rukun dan damai. Perpustakaan yang amat masyhur di kota ini dibangun.
2.	Sistem pemerintahan dan Fasilitas-fasilitas yang Dibangun
Umar menyusun konstitusi negara berdasarkan demokrasi. Terdapat dua lembaga musyawarah, dan semua lembaga permusyawaratan itu disebut Majelis Syuro.​[23]​ Umar membagi-bagi daerah propinsi, meliputi : Makkah, Madinah, Jazirah, Basra, Kuffah, Mesir dan Palestina. Satu propinsi dipimpin oleh seorang wali atau amir (gubernur). Wali wajib menjamin keamanan daerah yang sekaligus sebagai kepala militer dan agama. Ia bertanggung jawab kepada Khalifah.  Luas daerah propinsi terdiri dari beberapa distrik, dipimpin oleh amil. Khalifah mengawasi para amil melalui agen rahasia. Umar mencetak mata uang, memajukan sektor pertanian untuk kesejahteraan kaum tani. Mengatur pemilikan tanah dengan cermat melalui studi kelayakan. Memperkenalkan sistem pensiun bagi usia tua. Mendirikan angkatan kepolisian dan departemen keuangan. Memberi kesejahteraan kepada yang lemah dan cacat (veteran). Mendirikan sekolah dan masjid di dekat pusat pemerintahan.. Mengatur administrasi APBN/APBD. Sumber pendapatan negara diperoleh dari jizyah, zakat, kharaj, ghanimah fai’dan lain-lain. Khalifah mengatur administrasi pajak. Sisa anggaran dibagikan untuk kesejahteraan rakyat, sebagai gaji- gaji pensiun  dan dibagikan kepada tiga kelompok; kerabat Nabi, para veteran, kaum du’afa dan kelompok lemah lainnya. Umar membuat peradilan pidana dan perdata. Khalifah menangani kasus zina, minum khamr dan mengawasi pasar. Dia memisahkan kekuasaan legislatif (majlis syura), yudikatif (al-qadha) dan kekuasaan eksekutif (khalifah). Urusan kehakiman diserahkan kepada Qhadi secara mandiri. Umar membangun angkatan bersenjata. Pasukan dibagi dua macam infanteri dan kavaleri. Ia sebagai panglima tertinggi. Tugas-tugasnya didelegasikan kepada para jendral. Tentara digaji cukup, agar tidak lalai dalam kewajiban. Dalam rekrutmen pejabat, Umar sangat mementingkan profesionalisme dan kemampuan dalam mengemban tugas. Kecuali itu Ia juga sangat memperhatikan dan mendengar suara rakyat. Dengan demikian, sikapnya anti nepotisme dan tidak suka main drop- dropan dari atas untuk  menunjuk pejabat baru. Umar ibn Khattab pernah memecat Ammar ibn Yasir  sebagai gubernur Kufah, karena masyarakat tidak puas atas kepemimpinannya. Calon pejabat  wajib mendaftarkan semua kekayaannya terlebih dahulu sebelum memangku jabatan. Umar pernah membebaskan  tugas Sa’ad ibn Abi Waqqas  sebagai gubernur Kufah dan menyita kekayaannya untuk  dibagikan kepada rakyat. Begitu pula kepada Abu Hurairah, Ia  dibebaskan dari Gubernur di Bahrain, dalam kasus yang sama. Untuk peleksaaan pemerintah di propinsi, Umar mengangkat Muhammad ibn Maslamah untuk melaksanakan inspeksi dan  menyelediki penyelewengan-penyelewengan serta  laporan-laporan  dari rakyat setempat. Umar sangat tegas terhadap para  pejabat, akan tetapi lembut dan  sayang terhadap rakyatnya. Dalam satu kasus Umar pernah menghukum Amr ibn al-Ash sebagai gubernur Mesir, karena  dzalim kepada rakyatnya, lantaran membela kepentingan anaknya. Pada masa pemerintahannya, rakyat merasa bahwa keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan secara langsung. Hal  ini disebabkan karena kejujurannya serta banyaknya  devisa negara yang masuk, baik dari ghanimah – fai dan pajak dari daerah-daerah yang ditundukkan. Upaya untuk kesejahteraan rakyat dilakukan dengan memberi tunjangan kepada kaum muslimin yang berhak. Diantaranya adalah  keluarga Nabi, veteran Badar, kalangan Anshar – Muhajirin dan isteri-isterinya, orang-orang yang berjasa lainnya, ibu yang menyusui dan anak pungut (terlantar). Umar dianggap orang pertama yang melakukan sensus penduduk, untuk mengetahui cacah jiwa  yang berhak mendapatkan bantuan.











Keterangan : 1. a    		                  Jalur konsulfatif
		 b		                  Garis komando
	2.  Kedudukan khalifah (eksekutif) sebanding dengan legislatif  (majlis syura) dan yudikatif (al-qadha). Interaksi tiga lembaga ini merupakan jalur konsultatif. Khalifah dapat berkedudukan sebagai ketua mahkamah maupun jaksa agung. Dalam menjalankan tugas, Ia mempunyai garis komando ke bawah, dibantu oleh menteri sekretaris negara dan menteri-menteri lain, seperti diwan al-ahdts (departemen kepolisian), nadzarat al-nafi’ah (depeartemen pekerjaan umum),  diwan al-jund (departemen militer), al-kharraj (departemen perpajakan) dan bait al-mâl. Khalifah dibantu  kepala daerah dan hakim daerah sehubungan dengan luasnya wilayah. Khalifah wajib melaksanakan tugas-tugas negara sesuai dengan ajran Rasul saw dan rakyat wajib tunduk kepadanya.
Pada bidang agama, Umar mempelopori sholat tarawih jamaah di masjid, mengumpulkan orang banyak untuk jam’ah sholat jenazah di masjid dan orang pertama yang mengharamkan nikah mut’ah.​[25]​ Umar memerintah selama 10 tahun lebih beberapa bulan. Beliau wafat ditikam oleh seorang budak Persia, Abu Lu’luah​[26]​ pada tahun 23 H/643 M saat jama’ah subuh di masjid.
D.	Usman ibnu Affan (23 – 35 H/644 – 656 M)
Nama lengkapnya adalah Usman ibnu Affan ibnu Abil Ash ibnu Umayyah ibnu Abdi Syam ibnu Abdi Manaf ibnu Qushai al Quraisy al Umawy.​[27]​ Ibunya Arwa binti Karîz ibnu Rabi’ah ibnu Habib ibnu Abdi Syam. Arwa mempunyai seorang ibu yang bernama Al Baidha putri Abdu al-Muthalib, sebagai bibi Nabi Muhammad saw. Ayahnya adalah pengusaha besar yang sering melakukan perjalanan dagang ke Syam. Usman lahir tahun ke enam setelah tahun Gajah.  Dia mengawini Ruqayyah sebelum bi’sah dan ia wafat pada perang Badar. Kemudian mengawini adiknya Ummi Kulsum. Dua putri itu adalah buah hati Rasul saw, kemudian diberi gelar Dzu al Nurain. Dia adalah seorang dermawan dan jujur. Dalam pidato pelantikannya, Usman tidak memperlihatkan visi politik, akan tetapi berisi nasihat-nasihat, sebagai layaknya orang tua kepada anaknya. Usman dikenal banyak menyumbangkan hartanya untuk kepentingan Islam. Ia lebih banyak mewarisi sifat kakeknya  Umayah yang banyak berkecimpung dalam dunia bisnis. Usman dilantik menjadi kholifah pada usia 70 tahun.
1.	Kebijakan politik dan pembangunan dalam negeri
Kebijakan politik Usman pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan pola politik pemerintahan sebelumnya. Usman melakukan ekspansi ke beberapa daerah sekitar. Wilayah Islam Selatan - Tengah dan pedalaman bagian Utara, aman dan kondusif. Kematian Umar memunculkan hasrat baru bagi bangsa Persia dan Romawi, untuk merebut wilayah mereka dari tangan muslimin. Amru bin Ash sebagai gubernur Mesir mendapat serangan dahsyat dari Kaisar Romawi dengan kekuatan 500 kapal.​[28]​ Komando Amru, kemudian diambil alih oleh Abdullah ibnu Sa’ad yang kemudian mendapat kemenangan. Ekspansi Usman pada tahun 644 – 655 M meliputi daerah Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes dan sisa-sisa wilayah Persia. Transoksania dan Tabaristan dapat ditundukkan. Wilayah kekuasaan khalifah dibagi dalam 14 propinsi. Masing-masing propinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Usman mengangkat Abu Darda sebagai Hakim Agung dan ‘Uqbah ibn ‘Amr sebagai Bendaharawan Negara. Dia dibantu oleh pejabat-pejabat negara lainya, seprti diwan al-kharaj (perpajakan),  bait al-mal (bendahara negara),  al-ahdats (kepolisian),  al-nafi’at (pekerjaan umum) dan al-jund (militer). Usman memperbanyak mushaf al-Qur’an untuk menyeragamkan qiraah di tiap-tiap daerah. Melakukan perluasan Masjid al-Haram dan  Masjid al-Nabawy  dengan mengeluarkan ganti rugi penduduk sebesar 10.000 dinar.​[29]​ Usman melakukan pembangunan fisik, seperti perumahan penduduk, gedung peradilan, jalan raya, jembatan dan rumah tamu di seluruh pusat pemerintahan. Dia juga membangun bendungan dan waduk besar. Usman mengangkat muadzin dan digaji dari uang negara.
2.	Isu Miring kepada Khalifah




Pertama, Abdullah ibnu Saba’ seorang Yahudi Yaman menjadi muslim. Ia sangat dendam saat diusir dari Basrah, Kuffah dan Syria, karena kejahatannya. Dia memilih Mesir untuk ajang provokasi “anti khalifah”. Hasutan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat Mesir. Kedua, kecemburuan antara orang Quraisy Hasyimi dan Quraisy Umayyah. Quraisy Umayyah diberi tanah di Irak sebagai ganti tanah di Makkah. Pemberian ini menjadi isu negatif yang berbalik kepada Khalifah. Propaganda “anti khalifah” mucnul lagi, dan ini mendapat sokongan dari Quraisy Hasyimi. Ketiga, sifat ketulusan hati Usman membuat orang-orang jahat di sekitarnya leluasa bergerak. Mereka menghembuskan isu anti gubernur yang kesemuanya itu menjadi jerat panjang bagi Khalifah. Kekuatan lawan merata di seluruh pelosok wilayah Islam. Para pemberontak mengepung rumah Usman. Usman RA dibunuh oleh dua orang Mesir tanggal 17 Juni 656 M, saat membaca Al-Quran dalam usia 82 tahun.
E.	Ali ibnu Abi Thalib (35 – 40 H/656 – 661 M)
‘Ali ibn Abi Thalib adalah putra Abu Thalib ibnu Abd  al-Muthalib. Ia adalah sepupu Nabi yang menjadi menantunya karena menikah dengan Fatimah al Zahra. Lahir tahun 600 M dan ibunya adalah Khadijah binti ibnu Hasyim.​[31]​
1.	Kondisi umat dan kebijakan khalifah
Setelah Usman wafat kekacauan timbul di mana-mana. Para pemebrontak dari berbagai daerah mencari Thalhah, Zubair dan Sa’ad ibn Abi Waqqash untuk dibaiat menjadi khalifah, namun mereka menolak. Akhirnya pilihan jatuh kepada Ali. Ali bersedia, akan tetapi hatinya ragu karena tidak mendapat dukungan dari veteran Badar (sahabat senior). Kemudian Malik ibn al-Asytar al-Nakha’i melakukan baiat kepada Ali dan diikuti Thalhah dan Zubair. Pasca pembunuhan Usman suasana sangat kacau dan umat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok. Tidak semua umat Islam melakukan baiat kepadanya. Kebijakan pertama yang dilakukan ‘Ali adalah mengganti gubernur-gubernur yang diangkat ‘Usman. Mu’awiyah sebagai gubernur Syam diganti oleh Sahl ibn Junaif. Mu’awiyah tetap tidak bersedia turun bahkan mengusir Sahl. Sebagai keluarga Usman, Mu’awiyah menuntut balas kepada ‘Ali tentang kematian Usman, karena ‘Ali dianggap ikut terlibat. Mu’awiyah secara terbuka menyatakan perlawnannya kepada ‘Ali. Di Makkah ‘Aisyah ra menggalang kekuatan dengan Thalhah dan Zubair untuk melawan ‘Ali. Di Mesir, Ibnu Saba sebagai pemimpin Mesir menyatakan dukungan terhadap Ali. Tuntutan lain muncul dari Thalhah dan Zubair yaitu hukum qishash bagi pembunuh Usman. Kekacauan ini hampir terjadi di seluruh jazirah Arab. Ali berinisiatif mengganti gubernur, dengan harapan dapat memulihkan keadaan. Amru bin Ash sebagai gubernur Syria dipecat, namun tetap menolak. Thalhah dan Zubair menyusun kekuatan pasukan besar, ditambah Aisyah RA yang baru pulang dari haji. Merasa tuntutannya tidak dikabulkan oleh Ali, maka terjadi perang Jamal. Dalam perang ini Ali mendapat kemenangan. Tahun 36 H/656 M, ibu kota pemerintahan di Madinah dipindahkan ke Kufah, karena warga Madinah tidak secara bulat menerimanya. Ali menghadapi lawan Mu’awiyah yang akhirnya terjadi perang Siffin. 
‘Ali berusaha menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan egaliter. Ia mengambil kembali harta negara yang dibagi-bagikan Usman kepada pejabat-pejabatnya dahulu. ‘Ali mengirim surat kepada para gubernur agar berlaku bijak dalam mengemban tugas dan tidak mengecewakan rakyat.  ‘Ali menyusun undang-undang perpajakan. Untuk keamanan daerah, ia membuat intel (reserse). Akan tetapi  umat Islam terlanjur terpolarisai oleh  kepentingan-kepentingan kelompok, sehingga upaya pemulihan stablitas keamanan tidak dapat diwujudkan.
2.	Sebab-sebab Keruntuhannya
‘Ali dalam posisi serba sulit, suasana negara chaos (kacau). Pemberontakan terjadi dimana-mana. Ambisi-ambisi lawan politik Ali terus berusaha menjegal. Terjadi peperangan yang sangat bersejarah dalam Islam yaitu perang Jamal dan perang Siffin. Akibat perang Siffin terjadi satu peristiwa istimewa, yaitu tahkim (arbitrase). Tahkim  pada dasarnya memunculkan masalah baru yaitu, lahirnya tiga golongan politik secara spontan, yaitu kelompok Mu’awiyah – Ali ( kemudian dikenal Si’ah) – dan kalangan Khawarij (mereka yang keluar dari barisan Ali dan Mu’awiyah, karena Ia dianggap tidak konsisten kepada ajaran Islam) dan yang ketiga adalah kelompok yang diam (i’tizal). Terbunuhnya Thalhah dan Zubair oleh tentara Ali menambah kusam pemerintahannya. Kelompok Khawarij merasa tidak puas terhadap kebijakan ‘Ali. Salah satu orang yang sangat kecewa dari mereka yang bernama Ibnu Muljam membunuh Ali kw, pada waktu sholat subuh di masjid, tanggal 17 Ramadhan 40 H/661 M.
F.	Penutup
Pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidun berjalan 30 tahun, Abu Bakar memerintah 2 tahun lebih, Umar ibn Khattab 10 tahun, Usman ibn ‘Affan 12 tahun dan ‘Ali ibn Thalib 6 tahun. Empat  khalifah tersebut di atas dalam proses suksesi, tidak menggunakan pola yang baku. Abu Bakar diangkat melalui pilihan dalam musyawarah terbuka, terutama oleh lima tokoh yang mewakili semua unsur dari masyarakat. Umar diangkat melalui penunjukkan Abu Bakar yang sebelumnya dikonsultasikan secara tertutup dengan sahabat-sahabat  senior. Usman diangkat melaui pemilihan terbuka oleh 
dewan formatur berdasarkan kwalitas kepribadian mereka dan Ali ibn Abi Thalib diangkat melalui pemilihan dan pertemuan terbuka, akan tetapi dalam suasana kacau, karena keabsahan pengangkatannya ditolak oleh sebagian masyarakat, termasuk Mu’awiyah ibn Abi Sufyan.
Khalifah empat mengemban misi meneruskan perjuangan Rasul saw. Hubungan khalifah dengan rakyatnya menjadi   dua kesepakatan (kontrak sosial), seperti terlihat dalam pidato pengukuhan,  yang memberikan kepada masing-masing hak dan kewajiban secara timbal balik. Kesepakatan pertama bagaimana dua pihak tersebut harus mengamalkan ajaran-ajaran Islam, dan kesepakatan kedua bagaimana  mempertahankan dan melestarikan kehidupan bernegara. Rakyat tunduk kepada pemerintah dengan mempercayakan pengelolaan urusan mereka, sedangkan khalifah menjamin tegaknya agama Islam dan menjaga keamanan jiwa, harta, keluarga serta menjamin kesejahteraan rakyat semesta. Tidak ada cara atau petunjuk  mengakhiri jabatan khalifah, karena mereka mengakhiri jabatannya meninggal dunia. Abu Bakar karena sakit kemudian wafat, sedangkan 3 khalifah sesudahnya terbunuh. 
Sejak pemerintahan Usman ibn ‘Affan hubungan antara khalifah – sahabat senior dan rakyat mulai tidak harmonis. Hal itu diduga karena Usman sudah lanjut usia dan sikap nepotisme. Jabatan-jabatan penting dipegang oleh saudaranya, kemudian lahir pemberontakan terhadap pemerintah pusat, akhirnya Usman terbunuh saat terjadi fitnah al-kubra. Saat pemerintahan dipegang ‘Ali, suasana negara amat kacau. Sebagian masyarakat menolak kekhalifannya. Sikap Khalifah menimbulkan kekecewaan kepada ‘Aisyah, Thalhah dan Zubair, termasuk kepada Mu’awiyah ibn Abi Sufyan. Terjadi perang Jamal dan Siffin dan terjadi arbitrase (tahkim). Akhirnya umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok dan kemudian ‘Ali kw mati dibunuh oleh Ibnu Muljam. Meskipun demikian, menurut Nurcholis Madjid  pemerintahan ‘Ali merupakan contoh pemerintahan yang populis dan komitmen kepada keadilan sosial.​[32]​
Pada masa al-Khulafa al-Rasyidun dapat dilihat kemampuan untuk membangun sistem pemerintahan yang handal, belajar dari Persia dan Bizantium. Kekuasaan khalifah (ekssekutif) dibantu oleh beberapa kementrian dan lembaga-lembaga di bawahnya. Majlis Syura berfungsi untuk diajak musyawarah dalam persoalan-persoalan politik. Lembaga yudikatif menjadi alat stabilisator dalam urusan pidana – perdata. Khalifah membangun tentara yang handal dan membangun sarana fisik dibangun seperti jembatan, masjid, ruamah tamu pejabat tinggi, waduk dan bendungan serta mata uang. Negara Islam menjadi sangat luas, karena hampir semua dalam melakukan ekspansi selalu mendapat kemenangan.
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